





A. Latar Belakang Masalah 
Perekonomian Indonesia termasuk dalam negara berkembang, dan 
negara tersebut membutuhkan sumber pendapatan bagi negaranya agar dapat 
terus tumbuh dan berkembang secara tepat sehingga negara dapat 
mempertahankan ekonominya sedemikian rupa. Guna mempercepat 
pertumbuhan dan perkembangan Indonesia, peran perpajakan harus 
dioptimalkan karena perpajakan sendiri merupakan sumber pendapatan 
terbesar negara. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan 
Umum Perpajakan Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa pajak merupakan 
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Saat ini Indonesia mengalami berbagai masalah pertumbuhan ekonomi 
seperti rendahnya pertumbuhan ekonomi, investasi publik yang lebih tinggi, 
pendapatan dari sektor pajak pemerintah yang lebih rendah, pengeluaran 
hanya fokus pada belanja rutinitas serta realisasi belanja modal lebih rendah 
pada operasi bisnis yang diikuti rendahnya kualitas infrastruktur yang seakan-
akan tidak pernah berhenti (Junaidi, 2018). 
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Pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat ke kas 
negara sesuai dengan hukum yang dapat dipaksakan tanpa timbal balik secara 
langsung dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mujiyati, 
Rohmawati, & Ririn, 2018). Menurut Kementerian Keuangan, dalam APBN 
2019 target penerimaan ditetapkan sebesar Rp2.165,1 triliun namun hanya 
terealisasi Rp1.957,2 triliun. Artinya target penerimaan tersebut tercapai 
sebesar 86,5 persen dari target APBN tahun 2019). Target penerimaan pajak 
yang ditetapkan oleh pemerintah selama lima tahun terakhir tidak dapat 
terpenuhi secara optimal . Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan 
berbagai upaya, namun target penerimaan masih belum dapat terpenuhi. Di 
Indonesia menganut system self assessment dalam penghitungan kewajiban 
perpajakannya, akan tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak melakukan 
kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut karena tidak adanya 
imbalan secara langsung atas pembayaran pajak tersebut, sehingga wajib 
pajak tidak menyukai membayar pajak. Pembayaran pajak yang tidak disukai 
tersebut kemudian mendorong wajib pajak untuk melakukan tax avoidance. 
Praktik-praktik tax avoidance ini merupakan salah satu kontribusi penyebab 
rendahnya penerimaan pajak. Tax avoidance dapat dilakukan dengan cara 
tidak legal yaitu tidak melaporkan hasil kegiatan ekonominya dalam formulir 
Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagiamana mestinya menurut undang-
undang perpajakan. Praktik tax avoidance ini dikelompokkan dalam kriteria 
penyelundupan pajak (tax evasion). Tax avoidance lainnya dilakukan dengan 
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cara “legal” dengan memanfaatkan celah (loopholes) yang terdapat dalam 
peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau 
melakukan transaksi yang bertujuan untuk menghindari pajak. Praktik tax 
avoidance juga bisa dilakukan dengan menyetorkan dana ke luar negeri, 
terutama untuk wajib pajak badan besar. 
Salah satu kebijakan pemerintah adalah memungut pajak yang belum 
dibayar, baik ilegal maupun dari aset yang disimpan di luar negeri, yaitu 
dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pengampunan Pajak (Tax amnesty). Menurut Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2016, tax amnesty adalah penghapusan pajak yang terutang dengan 
mengungkapkan harta kekayaan dan membayar tebusan yang diatur dalam 
undang-undang, pajak tersebut tidak dikenakan sanksi pengelolaan 
perpajakan dan sanksi pidana perpajakan. Dengan adanya kebijakan tax 
amnesty ini maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN 
Republik Indonesia baik di tahun yang bersangkutan ataupun tahun-tahun 
sesudahnya yang akan membuat APBN kita lebih berkelanjutan. APBN yang 
berkelanjutan dan kemampuan pemerintah untuk spending atau untuk belanja 
juga semakin besar sehingga akan banyak membantu program-program 
pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan 
masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, tax amnesty 
bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan restrukturisasi / 
pengurangan pembiayaan ekonomi melalui transfer aset, serta mendorong 
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peningkatan pajak dan reformasi perpajakan melalui sistem perpajakan yang 
lebih baik. 
Kebijakan tax amnesty merupakan pelepasan hak untuk memungut 
piutang pajak nasional agar aset yang diperoleh dari kegiatan yang tidak 
dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela, sehingga data dan informasi 
tentang aset tersebut dapat dimasukkan ke dalam sistem pengelolaan 
perpajakan dan dapat digunakan untuk pemantauan. Kepatuhan terhadap 
kewajiban perpajakan di masa depan. Ada banyak pro dan kontra dalam 
menerapkan kebijakan tax amnesty. Karena memburuknya pekerjaan tax 
avoidance, program tax amnesty dilaksanakan (Del Rosa & Husni, 2017). 
Penerapan tax amnesty dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 
nasional. Kenaikan pajak juga bisa menambah anggaran pemerintah, 
sehingga utang yang dikeluarkan untuk menutupi defisit tidak terlalu besar, 
dan dananya bisa dialokasikan untuk pembentukan rencana pembangunan 
infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang melibatkan BUMN dan 
swasta akan mengarah pada perkembangan ekonomi, penjualan dan 
keuntungan perusahaan akan meningkat (Zh, 2016). 
Perusahaan yang memberikan amnesti pajak atas aset dan kewajiban 
yang tidak dilaporkan akan dianggap baik dalam hal transparansi dan 
akuntabilitas pendanaan. Karena semakin akuntabel dan transparan maka 
semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap informasi laporan 
keuangan, maka akan semakin meningkat minat masyarakat untuk 
menanamkan dananya pada perusahaan. Dari kacamata Dirjen Pajak, Dirjen 
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Pajak telah menjamin kerahasiaan data dalam program tax amnesty dan 
dilindungi undang-undang. 
Salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan laba guna 
memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan. Karena pajak sifatnya 
memaksa untuk membayar dan tidak timbal balik secara langsung, hal ini 
membuat perusahaan memperlakukan pajak sebagai beban. Berdasarkan 
asumsi tersebut, perusahaan berupaya melakukan kewajiban perpajakannya 
dengan menerapkan praktik tax avoidance. Mengutip dari Syahfitri (2016) 
dalam Zain (2017) menyatakan tax avoidance adalah proses pengendalian 
tindakan untuk menghindari konsekuensi pajak yang tidak perlu. Oleh karena 
itu, inti dari tax avoidance adalah strategi perencanaan pajak yang terkandung 
dalam praktik hukum. 
Tindakan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan dirancang 
untuk meminimalkan beban pajak perusahaan sehingga dapat 
mengoptimalkan laba setelah pajak. Menurut Hanlon & Slemrod (2007), 
penghindaran pajak merupakan salah satu cara untuk mengurangi jumlah 
pajak secara signifikan karena penghindaran pajak merupakan rangkaian 
kegiatan manajemen atau perencanaan pajak. Jika tax avoidance tidak 
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan maka 
kinerja perusahaan akan menurun di mata investor, dan nilai perusahaan juga 
akan menurun. Selain itu, investor akan mempertimbangkan untuk 
berinvestasi kembali, karena investor lebih tertarik berinvestasi pada 
perusahaan yang harga sahamnya cenderung naik sehingga investor bisa 
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mendapatkan return yang cukup, seperti deviden. Dengan memaksimalkan 
nilai perusahaan maka perusahaan tidak akan kehilangan hubungan dengan 
investor dan hubungannya dengan investor. Untuk menghindari masalah 
tersebut maka perusahaan harus melakukan pengelolaan perpajakan, dan 
tujuannya sesuai dengan tujuan pengelolaan keuangan yaitu untuk 
memperoleh likuiditas dan laba yang memadai. Pada prinsipnya perusahaan 
memperhatikan struktur kepemilikan perusahaan melalui rencana perpajakan 
untuk meminimalkan biaya dan meningkatkan nilai perusahaan, sehingga 
dapat memaksimalkan keuntungan atau nilai perusahaan (Syahfitri, 2016).  
Pengeluaran investasi memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan 
perusahaan di masa yang akan datang, sehingga meningkatkan harga saham 
sebagai indikator nilai perusahaan. Sedangkan peningkatan hutang diartikan 
oleh pihak luar tentang kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban 
di masa yang akan datang atau adanya risiko bisnis yang rendah, hal tersebut 
akan direspon secara positif oleh pasar. Selain untuk meningkatkan laba, 
perusahaan juga memiliki tujuan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. 
Semakin tinggi nilai perusahaan maka kemakmuran pemegang saham akan 
semakin meningkat (Wahyudi & Pawestri, 2006). 
Rinaldi (2017) melakukan studi tax amnesty tentang dampak tax 
amnesty terhadap laporan keuangan dan pengaruhnya terhadap nilai 
perusahaan, dan menyimpulkan bahwa nilai perusahaan mengalami 
penurunan setelah tax amnesty. Palmi (2017) melakukan analisis komparatif 
terhadap nilai perusahaan sebelum dan sesudah kebijakan tax amnesty, 
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menunjukkan bahwa nilai perusahaan yang mengikuti program tax amnesty 
mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelum pelaksanaan program 
tax amnesty. Penelitian Sari (2019) tentang dampak tax amnesty terhadap 
nilai perusahaan manufaktur 2015-2017 menunjukkan bahwa nilai 
perusahaan yang mengikuti program tax amnesty mengalami penurunan. 
Penelitian Fadhila & Handayani (2019) tentang pengaruh tax amnesty 
terhadap tax avoidance dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan 
menunjukkan bahwa tax amnesty mempengaruhi tax avoidance, tax 
avoidance mempengaruhi nilai perusahaan, dan tax amnesty mempengaruhi 
nilai perusahaan dan tax avoidance sebagai variabel intervening. Tax amnesty 
akan berdampak pada nilai perusahaan. Di banyak negara, merupakan praktik 
yang umum untuk mempromosikan kepatuhan sukarela dengan menawarkan 
amnesti pajak untuk menghindari penggelapan pajak. Untuk menghindari 
peningkatan penggelapan pajak, maka dilakukan tax amnesty. Tax amnesty 
berguna untuk meningkatkan akses dana, yaitu pengembalian dana asing. 
Namun berbeda dengan temuan Karimah & Taufiq (2014), ditemukan 
bahwa pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan menunjukkan 
bahwa tax avoidance tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Perusahaan cenderung meningkatkan nilai perusahaan dengan lebih aman 
dengan mengikuti semua peraturan yang ditetapkan dan dirumuskan oleh 
pemerintah. Salah satunya karena adanya peraturan perpajakan yang semakin 
ketat dan meningkatnya penggunaan tata kelola perusahaan yang baik setiap 
tahun dan menaikan nilai perusahaan dengan cara Corporate Social 
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Responsibility. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Desai & 
Dharmapala (2005) yang menunjukkan bahwa tax avoidance tidak 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Herawati & Nita (2017) tentang 
pengaruh ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, dan 
profitabilitas terhadap nilai perusahaan menunjukkan bahwa profitabilitas 
mempengaruhi nilai perusahaan, leverage mempengaruhi nilai perusahaan, 
pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan 
perusahaan. Ukuran perusahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. 
Penggunaan leverage dapat meningkatkan nilai perusahaan, karena pada saat 
menghitung pajak, bunga yang dikenakan atas penggunaan hutang harus 
dipotong terlebih dahulu, agar perusahaan dapat memperoleh keringanan 
pajak. Dengan keringanan pajak maka pendapatan setelah pajak akan 
meningkat, dan karena keuntungan meningkat maka nilai perusahaan dapat 
meningkat. 
Penelitian Helena (2019) tentang pengaruh tax amnesty terhadap nilai 
perusahaan menunjukkan bahwa pengaruh tax amnesty terhadap nilai 
perusahaan tidak berpengaruh signifikan. Sementara itu, penelitian Syahfitri 
(2016) membahas dampak tax avoidance terhadap nilai perusahaan 
manufaktur dari tahun 2015 hingga 2016 menunjukkan bahwa tax avoidance 
yang diwakili oleh GAAP Effective Tax Rate berpengaruh signifikan terhadap 
nilai perusahaan menjadi model baru yang menggabungkan variabel 
independen yaitu tax amnesty, nilai perusahaan sebagai variabel dependen 
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menambahkan tax avoidance sebagai variabel intervening, dan variabel 
kontrol termasuk profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, ukuran perusahaan, 
arus kas operasi, dan leverage sebagai aspek pembaruan penelitian. 
Berdasarkan penelitian sebelumnya didapatkan hasil yang berbeda, 
sehingga penulis tertarik untuk replikasi penelitian Fadhila & Handayani 
(2019) dengan menambah variabel kontrol leverage dengan tujuan untuk 
memverifikasi penelitian sebelumnya setelah menambah variabel leverage 
dengan judul “Analisis Pengaruh Tax amnesty Terhadap Nilai Perusahaan 
Dengan Tax avoidance Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris 
Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2015-2017)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Kebijakan tax amnesty terkait erat dengan upaya pemerintah dalam 
memaksimalkan penerimaan di sektor perpajakan. Menerapkan program tax 
amnesty, kemudian perusahaan menerapkannya melalui mekanisme 
pengungkapan aset. Pembelian aset di neraca merupakan aset yang dihasilkan 
oleh hutang, modal pemilik, atau kinerja perusahaan (Palmi, 2017) dan 
(Rinaldi, 2017). 
Kegiatan usaha perusahaan bertujuan untuk meningkatkan nilai 
perusahaan di setiap periode berdasarkan harga sahamnya. Nilai perusahaan 
yang tinggi dapat meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham, dan 
investor akan berinvestasi di perusahaan tersebut. Bagi manajemen, kegiatan 
tax avoidance diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. 
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Mendasarkan hal tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Apakah tax amnesty berpengaruh terhadap tax avoidance? 
2. Apakah tax avoidance berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 
3. Apakah tax amnesty berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 
4. Apakah tax avoidance sebagai variabel intervening tax amnesty 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis mempunyai tujuan 
antara lain: 
1. Untuk menganalisis apakah tax amnesty berpengaruh terhadap tax 
avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2015-2017. 
2. Untuk menganalisis apakah tax avoidance berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2015-2017. 
3. Untuk menganalisis apakah tax amnesty berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2015-2017. 
4. Untuk menganalisis apakah tax avoidance sebagai variabel intervening tax 
amnesty berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 




D. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 
penggunanya, adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Bagi perusahaan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat perusahaan lebih 
memahami nilai perusahaan setelah mengikuti program tax amnesty, dan 
berharap perusahaan akan mengambil keputusan setelah menerapkan 
kebijakan tax amnesty. 
2. Bagi investor dan kreditor 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide dan informasi 
untuk pengambilan keputusan ekonomi. Perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 2015 hingga 2017 turut serta dalam tax 
amnesty dan pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. 
3. Bagi peneliti selanjutnya 
Hasil penelitian diharapkan menjadi data dasar dan bahan analisis 
untuk penelitian selanjutnya. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Agar penulisan ini dapat mencapai tujuan maka disusun dengan 
sistematika penulisan sebagai berikut :  
BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini berisi tentang latar belakang 
masalah yang menjadi topik penelitian. Adanya latar belakang masalah maka 
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akan timbul rumusan masalah. Selanjutnya menjelaskan tujuan dan manfaat 
dalam penelitian ini dan bagaimana sistematika penulisannya.  
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, Bab ini berisi tentang landasan teori 
yang menjadi landasan dari penelitian ini, kemudian kerangka pemikiran dan 
perumusan hipotesis.  
BAB III : METODE PENELITIAN, Bab ini berisi antara lain jenis 
penelitian, variabel penelitian, sumber data dan responden, populasi dan 
sampling, instrumen penelitian, dan metode analisis data. 
BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN, Bab ini 
menjelaskan deskripsi objek dari penelitian, analisis data serta pembahasan 
dari hasil penelitian. 
BAB V : PENUTUP, Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil 
penelitian, keterbatasan penelitian dan saran-saran dari penelitian ini. 
DAFTAR PUSTAKA 
  
